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2.846 Pekerja di
DIj Terkena PHK

Paling Tinggi di
Sleman, Mencapai
1.996 Orang

JOGJA - Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi (Disnaker-
trans) DI mencatat sebanyak
2.846 orang terdampak pemu-
tusan hubungan kerja (PHK).
Angka tersebut merupakan
akumulasi keséluruhan dari
kabupaten dan kota di DIJ
hingga Oktober 2025.

Kepala Disnakertrans DIJ
Ariyanto Wibowo menjelas-
kan, jumlah PHK paling tinggi
ada di Kabupaten Sleman =

Baca 2.846... Hal 3

GUNTUR MSATIANMAI;IR JO;J;
TERDAMPAK: Sejumlah pekerja tengah menyelesaikan pekerjaannya. Data
Disnakertrans DL mencatat 2.846 orang terdampak PHK hingga Oktober 2025.
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~ 2.846 Pekerja di DI Terkena PHK

Sambungan dari Hal 1

Angkanya menyentuh 1.996
orang. "PHK di wilayah ini

bupaten Bantul dengan 514
orangterdampak. Mayoritas
berasal dari sektor industri

lahan atau ktur

terjadi pada sektor industri
garmen, usaha berbasis di-
gital di bidang peternakan,
serta industri kecantikan,”
bebernya kemarin (13/12).

Setelah Kabupaten Sleman,
lanjut Ariyanto, disusul Ka-

dan industri furnitur. Semen-
tara di KotaJogja, tercatatada
222 kasus PHK. Didominasi
dari sektor perhotelan.
Lalu Kabupaten Kulon Progo
terdapat 71 kasus PHK. Seba-
gianbesarberasal dari sektor

manufaktur. Terakhir Kabu-
paten Gunungkidul, ada 32
orang terkena PHK. "Dipenga-
ruhi restrukturisasi di sektor

dan jasa.

Selain itu, Ariyanto menye-
but, saat ini pihaknya juga
telah menerima informasi

laporan tersebut, kami akan
mengoptimalkan peran pe-
gawai pengawas,” lontarnya.

Menurut Ariyanto, kendala
utama dalam penindakan
adalah minimnya informasi
yang konkret. Sehingga ha-
rapannya jika ada informasi
sepertiitu, bisa langsung di-
sampaikan nama perusaha-
annya. "Itu akan memudah-
kan kami dalam melakukan
pemeriksaan agar tepat sa-
saran,” katanya.

Kendati demikian, Ariyanto -

memastikan, setiap aduan
yang masuk akan tetap ditin-
daklanjuti. Untuk tahap awal,
pengawasan dilakukan me-
lalui kewajiban penyusunan
struktur dan skala upah oleh
perusahaan.

"Kami kaitkan dengan pe-
ngajuan peraturan perusa-
haan yang disampaikan ke
kami. Dari situ kami lihat
struktur dan skala upahnya,
apaKah kenaikannya manu-
siawi atau tidak,” ungkapnya.

Meski demikian, Ariyanto
menyatakan jika hingga saat
ini belum ada perusahaan
yang dikenai sanksi atas
berbagai hal tersebut. "Baru
sebatas nota pemeriksaan,”
sambungnya.

Sementara itu, pegawai
asal Jogja yang terkena PHK
Yuni Kartika menyebut, ada-
nya PHK ini justru menjadi
pembuka jalan baru untuk-
nya. Sebab atas kejadian itu,
dia bisa cari atau buka lowo-
ngan kerjaan baru tanpa ta-

ngan kosong.

Setfk() menurutnya, kantor-
nya gukup kooperatif dalam
rpelékukan PHK. Diapunakan
mendapatkan uang apresiasi
yang disebutnya cukup ting-
gi."Dan negara menjaminku
dengan Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) selama enam
bulan ke depan,” ucapnya.

Hal seperti ini, lanjutnya,
sudah seharusnya dilakukan
oleh Perusahaan. Sehingga
harapanya, para pekerja tidak
perlu merasa khawatir secara
berlebihan dengan kata PHK.
"Kita pekerja terdampak PHK
bisa punya waktu luang untuk
bernapas memikirkan nasib
ke depan karena sudah ada
jaminanitu tadi,” tandasnya.
(ayu/eno/rg)

Instansi

keuangan akibat prosesmer-  terkait perusahaan yang be-
ger,” tuturnya. lum menerapkan upah mi-

Adapun data PHKyangter- - nimum. "Dari teman-teman
catatditingkat DI tanpakla-  serikat pekerja disampaikan
sifikasi kabupaten/kotaber- - masih ada perusahaan yang
jumlah 11 orang. Itu berasal belummenerapkan upah mi-
dari sektor perdaganganritel ~nimum. Atas informasi dan
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